BERITA ACARA HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PEMBERIAN NAMA JALAN DAN
FASILITAS UMUM

Pada hari ini Jumat tanggal Empat Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh

Lima, kami masing-masing:

1. Nama : H. UCI SURYANA, S.E
Jabatan : Anggota DPRD Kabupaten Kuningan
Kedudukan : Ketua Panitia Khusus Raperda Inisiatif DPRD

Kabupaten Kuningan
Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama : Ir. . PUTU BAGIASNA, MT.
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaam Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Kuningan
Kedudukan . Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Kuningan tentang Pemberian Nama
Jalan dan Fasilitas Umum
3. Nama : MAHARDIKA RAHMAN, SH., MH.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Kuningan
Kedudukan : Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Kuningan tentang Pemberian Nama
Jalan dan Fasilitas Umum
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Menyepakati hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Kuningan tentang Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas
Umum sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7043);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

! Dipindai dengan |
i & CamScanner’;


https://v3.camscanner.com/user/download

Y

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6628);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang
Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 514);

B. Terdiri dari
e 7 (tujuh) BAB
e 25 (dua puluh lima) Pasal

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan

ditandatangai.
PIHAK KYDUA PIHAK PERTAMA
iy ( ;w&
1. Ir. I. PUTU BAGIASNA, MT. H. UCI SURYANA, S.E
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